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BUPATI KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUDUS

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan
pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156
ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Kudus;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Kudus;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
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11.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tantang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun
2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153
Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3293) sebagaimana diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang
Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima
Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta
Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3456);

Peraturan Pemerintanh Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneis Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia ,Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan;
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Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kudus
Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
Il Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Kudus Tahun 1988 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Menetapkan

Dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KUDUS.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kudus.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Kudus.

Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Kudus yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Kudus.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus.

Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan peningkatan
kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif),
pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan
(rehabilitatify yang dilaksanakan secara menyeluruh,
terpadu, dan berkesinambungan.
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Visite dokter adalah pemeriksaan dokter umum, dokter
spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi dan dokter gigi
spesialis kepada pasien di ruang rawat inap.

Konsultasi medis adalah permohonan konsultasi antar
dokter atau tenaga kesehatan lain yang terkait dalam
upaya penyembuhan pasien.

Dokter Tamu adalah dokter yang bekerja paruh waktu
pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Dokter Pengganti adalah dokter tamu yang menggantikan
dokter Rumah Sakit Umum Daerah karena berhalangan
melaksanakan tugas akibat suatu hal.

Pelayanan konsultasi lain adalah pelayanan yag diberikan
antara lain dalam bentuk konsultasi psikologi, Voluntary
Counselling and Testing (VCT) dan konsultasi gizi.

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan
perorangan Yyang bersifat umum, spesialistik dan
subspesialistik untuk keperluan observasi, perawatan,
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, konsultasi
psikologi, gizi, Voluntary Counselling and Testing (VCT),
dan/atau pelayanan medis lainnya, tanpa menginap di
Rumah Sakit Umum Daerah.

Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan
perorangan Yyang bersifat umum, spesialistik dan
subspesialistik untuk keperluan observasi, perawatan,
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau
pelayanan medis lainnya, termasuk konsultasi psikologi,
pelayanan gizi, dan Voluntary Counselling and Testing
(VCT) di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah.

Pelayanan rawat inap khusus adalah pelayanan
kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik dan
subspesialistik untuk keperluan observasi, perawatan,
diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan medis lainnya
yang memerlukan pengawasan intensif, di ruang rawat
inap khusus, seperti Intensive Care Unit (ICU), Perinatal
Intensive Care Unit (PICU), Neonatal Intensive Care Unit
(NICU), Intensive Cardio Care Unit (ICCU) dan ruang isolasi
Rumah Sakit Umum Daerah.

Pelayanan Isolasi adalah pelayanan yang diberikan kepada
pasien yang mudah tertular dan/atau menularkan
penyakit di ruang rawat inap.

Pelayanan Intermediate / High Dependency Nurse (HDN)
adalah pelayanan kesehatan di unit rawat inap yang
memerlukan pengawasan ketat.

Pelayanan recovery adalah pelayanan pemulihan
kesadaran di Instalasi kamar bedah, pasca anestesi
dan/atau operasi.

Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang harus di
berikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian
dan kecacatan.
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Pelayanan Satu Hari (One Day Care) adalah pelayanan
yang dilakukan kepada penderita yang sudah ditegakkan
diagnosis secara definitif dan perlu mendapat tindakan
atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam)
jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.

Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat, dengan
memperhitungkan tanggal dan jam keluar dikurangi
tanggal dan jam masuk .

Pelayanan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan
untuk menunjang pelayanan kesehatan yang meliputi
pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik dan
pelayanan penunjang lainnya.

Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan
yang meliputi pelayanan fisioterapi, terapi okupasional,
terapi wicara, ortotik/prosthetik dan sosial worker,
psikologi.

Pelayanan Farmasi adalah pelayanan perbekalan farmasi
yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan,
penyimpanan, produksi, pengemasan, distribusi dan atau
penyerahan perbekalan farmasi, penyediaan informasi
edukasi serta pelayanan farmasi klinik untuk pasien rawat
inap dan rawat jalan.

Penitipan Jenazah adalah penempatan jenazah di kamar
jenazah yang bersifat sementara.

Pelayanan pemulasaraan jenazah adalah kegiatan yang
meliputi perawatan, rekontruksi, memandikan dan
mengkafani.

Visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat
oleh dokter atas permintaan penyidik mengenai hasil
pemeriksaan medis.

Tindakan Medis adalah tindakan yang Dbersifat
pembedahan (operatif) dan non pembedahan (non operatif)
yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan diagnosis
dan pengobatan.

Tindakan Pembedahan (Operatif) adalah tindakan
membedah organ manusia dalam rangka menegakkan
diagnosis dan pengobatan.

Tindakan Non Pembedahan (Non Operatif) adalah tindakan
diluar pembedahan dalam rangka menegakkan diagnosis
dan pengobatan

Pelayanan Persalinan adalah pelayanan kebidanan kepada
ibu hamil, bersalin, nifas, KB, dan bayi serta pelayanan
pada penyakit organ kandungan.

Pelayanan Voluntary Counselling and Testing (VCT) adalah
pelayanan konseling HIV/AIDS secara suka rela sehingga
pasien melakukan test HIV.

Pelayanan amat segera (cito) adalah pelayanan diagnostik
dan terapi yang harus segera dilakukan bagi pasien yang
dalam kondisi gawat darurat.
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Pelayanan pihak ketiga adalah pelayanan yang dilakukan
kepada pihak pelanggan/pihak ketiga atas dasar
kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam
perjanjian kerjasama.

Tindakan Kolaborasi / Dependency adalah tindakan medis
yang kewenangannya dapat didelegasikan kepada tenaga
paramedis.

Akomodasi adalah penggunaan fasilitas di Rumah Sakit
Umum Daerah termasuk penggunaan ruangan, listrik dan
air.

Bahan dan alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat
kesehatan, bahan radiologi dan bahan lain yang
digunakan langsung atau tidak langsung dalam rangka
observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medik.

Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh petugas
Rumah Sakit Umum Daerah dalam rangka memberikan
pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Jaminan Kesehatan adalah sistemm untuk memberikan
perlindungan dan  pemeliharaan kesehatan  bagi
masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan biaya.

Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya
disingkat Jamkesmas adalah bantuan sosial untuk
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak
mampu serta peserta lainnya yang dibiayai Pemerintah
Pusat.

Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat
Jamkesda adalah program pelayanan kesehatan bagi
warga masyarakat miskin di luar kuota Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang belum memiliki
jaminan kesehatan yang dibiayai Pemerintah Daerah dan
ditetapkan oleh Bupati.

Jaminan Pelayanan Persalinan yang selanjutnya disingkat
Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan
persalinan oleh tenaga kesehatan spesialistik, terdiri dari
pelayanan kebidanan dan neonatus kepada ibu hamil,
bersalin, nifas, dan bayi dengan resiko tinggi dan
komplikasi yang dilaksanakan berdasarkan rujukan
kecuali dalam kondisi darurat.

Peserta Asuransi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan lainnya adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima
Pensiun, Veteran, Perintis Pergerakan Kemerdekaan,
pekerja dan masyarakat yang mendapat jaminan
pemeliharaan kesehatan melalui PT. (Persero) Asuransi
Kesehatan atau perusahaan / badan penjamin kesehatan.

Pasien Tahanan / Narapidana adalah orang yang dihukum
penjara atau dalam tahanan yang berwajib dirawat di
kelas 11l Rumah Sakit Umum Daerah.
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Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati / diperoleh oleh
orang pribadi atau badan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah retribusi yang dikenakan terhadap
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut  peraturan  perundang-undangan  retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga,
dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan retribusi daerah.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.



54. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh  Undang-Undang untuk melakukan
penyidikan.

55. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawali
Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah
yang diberi wewenang khusus untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB I
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Instalasi Pelayanan

Pasal 2

(1) Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
ditangani tenaga medis, keperawatan dan tenaga lain yang
bertugas pada instalasi-instalasi Rumah Sakit Umum
Daerah.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilengkapi :
a. Instalasi Perawatan Intensif;
Instalasi Gawat Darurat;
Instalasi Radiologi;
Instalasi Rehabilitasi Medik;
Instalasi Laboratorium;
Instalasi Farmasi;
Instalasi Gizi;
. Instalasi Bedah Sentral,
Instalasi Rekam Medik;
Instalasi Pendidikan dan Pelatihan;
Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit;
Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
. Instalasi Pemulasaraan Jenazah; dan
Instalasi Sterilisasi.

SQ D0 Q0o
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Bagian Kedua
Jenis Pelayanan

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

Jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
meliputi :

a. pelayanan rawat jalan;

b. pelayanan rawat inap:
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pelayanan gawat darurat;
pelayanan satu hari (one day care);
pelayanan persalinan;

pelayanan gigi dan mulut;
pelayanan diagnostik elektromedik;

. pelayanan radiologi;

pelayanan laboratorium;

pelayanan tindakan medik;

pelayanan tindakan kolaborasi / dependency;
pelayanan farmasi;

. pelayanan rehabilitasi medik;

pelayanan psikologi;

pelayanan VCT;

pelayanan pemulasaraan jenazah;

pelayanan ambulans dan mobil jenazah; dan
pelayanan Gizi.

Paragraf 2
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 4

Untuk pelayanan rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan
di Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah.

Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Klinik Umnum;

b. Klinik Gigi dan Mulut;
c. Kilinik Psikologi;
d. Klinik Gizi;
e. Kilinik VCT;
f. Klinik Spesialis, meliputi :
1. Klinik Penyakit Dalam;
2. Klinik Kesehatan Anak;
3. Kilinik Bedah;
4. Klinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
5. Klinik Kesehatan Mata;
6. Klinik Penyakit Paru;
7. Klinik Penyakit Syaraf;
8. Kilinik Penyakit Kulit dan Kelamin;
9. Klinik Orthopedi;

[EE
o

. Klinik Penyakit THT;

. Klinik Rehabilitasi Medik;

. Klinik Eksekutif;

. Klinik Kesehatan Jiwa; dan
. Klinik Gigi dan Mulut.

el
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Paragraf 3
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 5

Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b, meliputi :

pelayanan rawat inap;

pelayanan perawatan intensif;

pelayanan isolasi;

pelayanan Intermediate /7High Dependency Nurse (HDN);
dan

e. pelayanan recovery.

oo

Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi pelayanan rawat inap pada:

a. Kelas Very Very Important Personal (VVIP);

b. Kelas Very Important Personal (VIP);

c. Kelas I;

d. Kelas II;

e. Kelas IlI.

Pelayanan perawatan intensif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi pelayanan pasien yang
memerlukan pemantauan ketat dan terus menerus dengan
alat medik khusus serta tindakan segera.

Pelayanan isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, meliputi pelayanan pada pasien yang mudah
tertular dan atau menularkan penyakit.

Pelayanan High Dependency Nurse (HDN) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pelayanan
kesehatan di unit rawat inap yang memerlukan pengawasan
ketat.

Pelayanan recovery room sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, meliputi pelayanan perawatan dan pengawasan
pasien paska anestesi dan/atau operasi.

Setiap pasien dapat memilih kelas perawatan kecuali yang
sudah diatur oleh ketentuan lain.

Penetapan fasilitas kelas dan pemberian nama ruang rawat
inap diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 4
Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 6

Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c meliputi rawat jalan dan observasi.
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Jangka waktu pelayanan observasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling lama 6 (enam) jam.

Paragraf 5
Pelayanan Satu Hari

Pasal 7

Pelayanan satu hari (one day care) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf d dilayani di Instalasi Gawat Darurat.

Jangka waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh
empat) jam.

Paragraf 6
Pelayanan Persalinan

Pasal 8

Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf e dilakukan di Poliklinik, Ruang Bersalin, Ruang
Perawatan Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat dan
Instalasi Bedah Sentral.

Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pelayanan kepada ibu yang berpenyakit
kandungan, kehamilan, persalinan, nifas dan KB.

Pelayanan ibu bersalin meliputi persalinan normal,
persalinan dengan tindakan, persalinan kembar, atau
keadaan khusus dan tindakan operatif.

Paragraf 7
Pelayanan Gigi Mulut

Pasal 9

Pelayanan gigi mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf f dilakukan di Poliklinik Gigi Mulut, Ruang Rawat
Inap, Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Bedah Sentral.

Pelayanan gigi mulut meliputi pelayanan pemeriksaan,
pengobatan, dan tindakan gigi dan rongga mulut.

Tindakan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), meliputi tindakan gigi dan mulut sederhana, Kecil,
sedang, besar, dan khusus.

Jenis tindakan gigi dan mulut dan tindakan Spesialis Gigi
Mulut diatur lebih lanjut oleh Direktur.
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Paragraf 8
Pelayanan Diagnostik Elektromedik

Pasal 10

Pelayanan diagnostik elektromedik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf g meliputi pelayanan kesehatan untuk
menunjang diagnostik secara elektronik.

Pelayanan diagnostik elektromedik, meliputi pemeriksaan
diagnostik elektromedik kecil, sedang, besar, khusus dan
canggih.

Jenis pemeriksaan diagnostik elektromedik diatur lebih
lanjut oleh Direktur.

Paragraf 9
Pelayanan Radiologi

Pasal 11
Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf h dilakukan di Instalasi Radiologi dengan atau tanpa
menggunakan bahan-bahan radiologi dan teknik imaging.
Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi
pelayanan radiologi kecil, sedang, besar, khusus, dan
canggih, serta pemeriksaan radiologi dengan tindakan.

Jenis pelayanan radiologi diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 10
Pelayanan Laboratorium

Pasal 12

Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf i dilakukan di Instalasi Laboratorium.

Pelayanan laboratorium meliputi pelayanan pemeriksaan
laboratorium patologi klinik, patologi anatomi, mikro biologi
dan pelayanan di bank darah.

Paragraf 11
Pelayanan Tindakan Medik

Pasal 13

(1) Pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf j dilakukan di Poliklinik, Ruang Perawatan,
Ruang Bersalin, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah
Sentral dan Perawatan Intensif.

(2) Pelayanan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :
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a. pelayanan tindakan medis operatif (pembedahan); dan
b. pelayanan medis non operatif (non pembedahan).

(3) Penetapan jenis tindakan medis operatif dan non operatif
diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Pasal 14

(1) Tindakan medis operatif, meliputi tindakan medis operatif
sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus.

(2) Tindakan medis operatif sederhana dilakukan di Poliklinik,
Instalasi Bedah Sentral, Ruang Perawatan, Ruang Bersalin,
IGD dan Perawatan Intensif.

(3) Tindakan medis operatif kecil, sedang, besar dan khusus
dilakukan di Instalasi Bedah Sentral, Ruang Bersalin dan/
atau Perawatan Intensif.

Pasal 15

Tindakan medis non operatif, meliputi tindakan medis non
operatif sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus.

Paragraf 12
Pelayanan Kolaborasi / Dependency

Pasal 16

Pelayanan tindakan kolaborasi/dependency sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf k dapat dilayani di semua unit
pelayanan.

Paragraf 13
Pelayanan Farmasi

Pasal 17

(1) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf | dilakukan di Instalasi Farmasi.

(2) Pelayanan farmasi meliputi pelayanan perbekalan farmasi,
Bahan Habis Pakai, gas medis selain gas medis cair dan
pelayanan farmasi klinik.

(3) Jenis bahan, obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai
diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 14
Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 18
(1) Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf m dilakukan di Instalasi Rehabilitasi Medik,
Ruang Rawat Inap dan Perawatan Intensif.
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Pelayanan rehabilitasi medik meliputi pelayanan fisioterapi,
terapi okupasi, terapi wicara, ortotik - prosthetik dan sosial
medik.

Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud ayat
(2) terdiri dari pelayanan rehabilitasi medik sederhana,
sedang, dan canggih serta pelayanan ortotik prostetik
sederhana, sedang dan canggih.

Jenis pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 15
Pelayanan Psikologi

Pasal 19

Pelayanan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf n dilakukan di :

a. pelayanan psikologi rawat inap di ruang rawat inap; dan
b. pelayanan psikologi rawat jalan di klinik psikologi.

Pelayanan psikologi meliputi pelayanan konsultasi dan
terapi psikologi.

Terapi psikologi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi
tindakan psikologis sederhana, kecil dan sedang.

Tindakan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 16
Pelayanan Voluntary Counselling and Testing (VCT)

Pasal 20

Pelayanan Voluntary Counselling and Testing (VCT)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o dilayani di
Poliklinik, dan ruang rawat inap.

Pelayanan Voluntary Counselling and Testing (VCT) meliputi
konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan perawatan
penderita HIV /7 AIDS.

Paragraf 17
Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 21

Pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf p dilakukan di Instalasi Pemulasaraan
Jenazah.
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Pelayanan pemulasaraan jenazah meliputi perawatan,
rekonstruksi, memandikan, menyimpan, mengkafani, dan
pengepakan.

Paragraf 18
Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah

Pasal 22
Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi pelayanan
transportasi pasien ke rumah sakit, rumah sakit rujukan,
antar jemput pasien dan antar jemput jenazah.

Ketentuan mengenai pelayanan Ambulans dan Mobil
Jenazah diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB Il
TATA TERTIB RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Waktu Berkunjung

Pasal 23

Pasien yang dirawat di ruang rawat inap dapat dikunjungi
oleh keluarganya.

Dalam hal-hal tertentu pasien yang sedang dirawat tidak
dibenarkan untuk dikunjungi, kecuali dengan izin khusus
dari dokter yang merawatnya.

Ketentuan jam berkunjung dan tata tertib pengunjung
diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Kedua
Penunggu Pasien

Pasal 24

Pasien yang dirawat di ruang rawat inap dapat ditunggu
oleh keluarganya.

Pasien yang dirawat di ruang rawat inap khusus tidak
diperbolehkan ditunggu oleh keluarga kecuali atas izin
dokter yang merawat.

Ketentuan penunggu pasien dan tata tertibnya diatur lebih
lanjut oleh Direktur.
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BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Hak Rumah Sakit

Pasal 25

Kewajiban Rumah Sakit, meliputi :

a.

memberikan informasi yang benar tentang pelayanan
rumah sakit kepada masyarakat;

memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu,
anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan
kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan
rumah sakit;

memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien
sesuai dengan kemampuan pelayanannya,;

berperan aktif dalam memberikan pelayanan korban
bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;

menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak
mampu atau miskin;

melaksanakan fungsi sosial antara lain  dengan
memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu atau
miskin, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa
atau bhakti sosial bagi misi kemanusiaan;

membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu
pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam
menangani pasien;

menyelenggarakan rekam medis;

menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak
antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, saran
untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut
usia;

melaksanakan system rujukan;
menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
melaksanakan etika rumah sakit;

. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan

baik secara regional maupun nasional;

membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktek
kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan
lainnya;

menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah
sakit; dan

melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua
petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas.
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Pasal 26

Hak Rumah Sakit, meliputi :

a.

menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya
manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit;

menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan
remunerasi, insentif dan penghargaan;

melakukan kerjasama dengan fihak lain dalam rangka
mengembangkan pelayanan;

menerima bantuan dari fihak lain;

menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian; dan
mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan
pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Pasien

Pasal 27

Kewajiban Pasien, meliputi :

a.

memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang
masalah kesehatannya kepada dokter yang merawat;

mematuhi nasehat dan petunjuk dokter atau dokter gigi
dan perawat dalam pengobatannya;

memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima;

berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau
perjanjian yang telah dibuatnya; dan

mematuhi ketentuan yang berlaku di rumah sakit.

Pasal 28

Hak Pasien, meliputi :

a.

memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan
yang berlaku di Rumah Sakit;

memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan
tanpa diskriminasi;

memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai
dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga
pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;

mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang
didapatkan;

memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan
keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;

meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya
kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik
(SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
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mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang
diderita termasuk data-data medisnya;

mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara
tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif
tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan
prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta
perkiraan biaya pengobatan;

memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang
akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit
yang dideritanya;

mendampingi keluarganya dalam keadaan kritis;

menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang
dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainya;

. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinnya selama

dalam perawatan di Rumah Sakit;

mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah
Sakit terhadap dirinya; dan

menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai
dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya,;

BAB V
PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 29

Rumah Sakit dapat mengadakan perjanjian kerjasama
dengan pihak lain.

Perjanjian kerjasama dituangkan dalam bentuk kerjasama
yang disepakati oleh para pihak.

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat :

a. identitas para pihak;

b. objek perjanjian;

c. hak dan kewajiban;

d. jangka waktu; dan

e. addendum.

BAB VI
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus dipungut Retribusi atas
pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Kudus.
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Pasal 31

(1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan pada
Rumah Sakit Umum Daerah yang meliputi :

a. pelayanan rawat jalan;

pelayanan rawat inap;

pelayanan gawat darurat;
pelayanan satu hari (one day care);
pelayanan persalinan;

pelayanan gigi dan mulut;
pelayanan diagnostik elektromedik;
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. pel